PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUSULAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan

ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

Daerah, maka perlu membentuk Pengusulan Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2013 di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan

menetapkannya dalam Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun ...
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Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Negara Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Negara Nomor 4502);

12. Peraturan ...




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Negara Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Negara
Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara
Nomor 4375);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tehun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 );
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Negara Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4609);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25; Tambahan Negara
Nomor 4614);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

21. Peraturan ...




Menetapkan :
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 359
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

22. Perda dan aturan-aturan hukum selain yang
tersebut di atas, yang mengatur tentang

Keuangan Negara, khususnya daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUSULAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAHPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur.

3. Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah
adalah Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Mewakili Pemerintah
Daerah dalam Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten
Kutai Timur.

5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur.

6. DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten
Kutai Timur;

7. Pemegang ...




7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

10.

Daerah mempunyai kewenangan:

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBD;

menetapkan kebijakan tentang pengelola
barang daerah;

menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Barang;

menetapkan bendahara penerimaan dan atau
bendahara pengeluaran;

menetapkan pejabat vang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan daerah;
menetapkan pejabat vang bertugas
melakukan pengelolaan utang dan piutang
daerah:

menetapkan pejabat yang bertugas
melakukan pengelolaan barang milik daerah;
dan

menetapkan peiabat vang bertugas
melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran.

Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan

Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

a.

Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelola Keuangan Daerah;

Kepala SKPKD selaku PPKD: dan

Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna

Anggaran / Pengguna Barang.

Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD

vang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang

kewenangan pengguna barang milik daerah

11. Kuasa ...




11.

12;

13.

14.

15.

16.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat vang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat
vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
unit keria SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat
fungsional vang ditunjuk untuk menerima.
penyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat
fungsional vang ditunjuk untuk menerima.
menyimpan, membayarkan, menatausahakan
dan mempertanggungjawabkan wuang untuk
keperluan Dbelanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat
fungsional vang ditunjuk membantu Bendahara
Penerimaan untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
dalam SKPD.

17. Bendahara ...
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18.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah
pejabat fungsional yang ditunjuk membantu
bendahara pengeluaran untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan
dan mempertanggung jawabkan wuang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Pembantu Bendahara Penerimaan / Pembantu
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang
diserahi tugas oleh Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna
Anggaran / Pengguna Barang untuk mn::ndukung

kelancaran tugas perbendaharaan.

BAB II

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA
BARANG DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN /

(1)

(2)

KUASA PENGGUNA BARANG

Pasal 2

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang ditetapkan oleh pemegang
kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah;

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
dalam melaksanakan tugas - tugas dapat
melimpahkan sebagian kewenangannnya kepada
Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
daerah (SKPD) selaku Kuasa Pengguna
Anggaran |/ Kuasa Pengguna Barang Pelaksana
Tugas daerah serta Pejabat dan atau Pejabat
lainnya yang dinilai mampu pada Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,
berdasarkan pertimbangan tingkat daerah,

Besaran ...




(3)

(4)

(5)

6)

besaran SKPD, besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi kompetensi dan atau
rentang kendali dan pertimbangan objek lainnya
dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang sebagaimana format IV terlampir.

Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Barang vang setahun sebelumnya sudah pernah
menjabat dapat diangkat kembali pada tahun
berikutnya, dengan catatan bahwa yang
bersangkutan tidak bermasalah dalam hal
manajemen atau pengelola program dan kegiatan
baik secara fisik maupun keuangan dan
kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi dan
pemeriksaan baik intern maupun ekstern.

Tidak dibenarkan mengusulkan Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Tugas Belajar
dan Ijin Belajar;

Bagi Satuan Kerja daerah yang mendapat alokasi
dana APBN yang kewenangannya dilimpahkan
oleh Kementrian Teknis kepada Bupati,
penetapan Pejabat Pengelola Keuangan dalam
hal ini Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang dan Bendahara Pada Satuan
Kerjia / Lembaga Teknis Daerah ditetapkan oleh
Bupati yang diusulkan melalui Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,
dengan melampirkan Surat Keputusan dan
Kementrian yang menunjuk / melimpahkan;
Ketentuan tentang Pengguna Anggaran /[
Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /
Kuasa Pengguna Barang yang melakukan

Perjalanan ...




g

Perjalanan Dinas, Cuti, Sakit atau karena
sesuatu hal berhalangan:
1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

a. bila melebihi 7 (tujuh) hari sampai selama
lamanya 1 (satu) bulan wajib menunjuk
salah satu Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
dengan Surat Keputusan Kepala Satuan
Kerja;

b. bila melebihi 1 (satu) bulan wajib
menunjuk salah satu Kuasa Pengguna
Anggaran |/ Kuasa Pengguna Barang
dengan Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Barang.

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai
selama-lamanya 1 (satu) bulan, wajib
memberikan Surat Kuasa kepada Pejabat
yvang ditunjuk untuk melakukan tugas -
tugas Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang yang diketahui oleh
Kepala SKPD sebagaimana format I
terlampir;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai
selama-lamanya 3 (tiga] bulan, harus
ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dan
diadakan Berita Acara Serah Terima
sebagaimana format II a dan II b
terlampir;

c. Apabila sesudah 3 (tiga) bulan belum juga
melaksanakan tugas, maka dianggap
yang bersangkutan telah mengundurkan

Diri atau ...
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diri atau berhenti dari jabatan sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
dan oleh karena itu segera diusulkan
Penggantinya.

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang tidak diperkenankan
merangkap sebagai Pejabat Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran L Bendahara
Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).

BAB III

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SKPD

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD
ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana format

VII terlampir.

Pejabat Pelaksana Tcknis Kegiatan (PPTK) yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran / Pengguna
Barang Bertanggung Jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang
ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran /[
Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Barang.

BABIV ...
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BAB IV

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

(1)

(2)

(3)

(PPK) SKPD

Pasal 4

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran /[
Pengguna Anggaran |/ Pengguna Barang

sebagaimana format VII terlampir.

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK} SKPD
tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang
bertugas melakukan pemungutan penerimaan,
bendahara dan PPTK.

Pejabat vang diberi kewenangan sebagai
Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi
kewenangan untuk menandatangani SPM /
Verifikasi Bendahara Penerimaan, dan
Bendahara Pengeluaran mengelola dana dari
APBN tidak diperkenankan merangkap jabatan
pada kegiatan vyang dananya bersumber
dari APBD.

BAB V

PENETAPAN PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN /
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA

(1)

PENGELUARAN PEMBANTU

Pasal 5

Bupati atas usul Kepala SKPD Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) mengangkat Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran |/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

(2) Pejabat ...




(2)

3)

(4)
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Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural tidak
diperkenankan ditetapkan secbagai Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu
dan Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu

Apabila Bendahara Penerimaan |/ Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
yang telah ditetapkan, tetapi dalam melaksanakan
tugasnya, ternyata ditunjuk menjadi Pejabat
Struktural dan atau bermasalah dalam
pelaksanaan anggarannya, maka yang
bersangkutan diberhentikan dari jabatannya dan
segera ditetapkan pejabat yang lain sebagai
penggantinya.

Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu yang tahun
sebelumnya sudah pernah menjabat dapat
diangkat kembali pada tahun berikutnya, dengan
catatan bahwa vang Dbersangkutan tidak
bermasalah dalam hal manajemen atau pengelola
Program dan Kegiatan baik secara fisik maupun
keuangan dan kepegawaian berdasarkan evaluasi

dan pemeriksaan baik intern maupun ekstern.

Dalam hal Bendahara Penerimaan / Bendahara

Penerimaan Pembantu dan Bendahara

Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang melakukan Cuti, Sakit atau karena sesuatu

hal berhalangan maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-
lamanya 1 (satu) bulan, wajib memberikan
Surat Kuasa kepada Pejabat yang ditunjuk
untuk melaksanakan tugas Bendahara
Penerimaan / Bendahara Penerimaan

Pembantu ...




Pembantu dan Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran Pembantu atas
tanggung jawab Bendahara Penerimaan /
Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran % Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan
dengan diketahui Kepala SKPD sebagaimana

format Illa dan IIIb terlampir;

. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai

selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk
Pejabat Bendahara Penerimaan / Bendahara
Penerimaan Pembantu dan  Bendahara
Pengeluaran / Bendahara  Pengeluaran
Pembantu dan diadakan Berita Acara Serah
Terima sebagaimana format IV terlampir;
apabila Bendahara Penerimaan / Bendahara
Penerimaan Pembantu dan  Bendahara
Pengeluaran / Bendahara  Pengeluaran
Pembantu sesudah 3 (tiga) bulan belum juga
dapat melaksanakan tugas, maka dianggap
yvang bersangkutan telah mengundurkan diri
atau berhenti dari jabatan sebagai Bendahara
Penerimaan / Bendahara  Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran |/
Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan oleh
karena itu maka Kepala Satuan Kerja segera
mengajukan usulan Penggantinya kepada
Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

PENETAPAN PEJABAT PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

(1)

Pasal 6

Pejabat Pembantu Bendahara Penerimaan dan

Pembantu ...
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Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang sebagaimana format VII
terlampir.

(2) Pejabat Pembantu Bendahara Penerimaan dan
Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

BAB VII
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 7
Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah
menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang

menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang
menandatangani SPM;

c. pejabat yang diberi wewenang Mengesahkan
Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)

d. pejabat yang diberi wewenang
menandatangani SP2D;

e. bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;

f. bendahara Pengeluaran yang mengelola
belanja bunga, belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi
hasil, belanja bantuan keuangan, belanja
tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan
SKPKD;

g. bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

BAB VIII ...
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BAB VIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG UNTUK MENANDATANGANI SPM DAN SPJ, APABILA
PENGGUNA ANGGARAN /PENGGUNA BARANG BERHALANGAN

(1)

(2)

ATAU TIDAK DITEMPAT

Pasal 8

Untuk kelancaran tugas dan administrasi
dilingkungan Satuan Keria (Satker). dipandang
perlu menetapkan/menunjuk pejabat secara
berienjang dengan berdasarkan dan
memperhatikan Daftar Urutan Kepangkatan
(DUK), untuk bertindak atas nama Pengguna
Anggaran [ Pengguna Barang dilingkungan
Satker masing-masing sebagaimana format Va
terlampir.

Penetapan pelimpahan kewenangan tersebut
ditetapkan oleh pemegang kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Khusus untuk laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran (SPJ Belania Fungsional)
pengesahannya diketahui Pengguna Anggaran /
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, sedangkan
untuk UPTD adalah kepala UPTD selaku Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang,

sebagaimana terlampir format Vb terlampir.

BAB IX

TUGAS POKOK PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 9

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,

mempunyai tugas pokok, yakni:

(1)

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

(2) Penyusunan ...




(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

8)

(9)

(10)

(11)
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Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas Beban Anggaran Belanja.
Melaksanakan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
Melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.

Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan

pajak.

Mengadakan  ikatan/perjanjian  kerjasama

dengan pihak lain dalam batas anggaran yang

telah ditetapkan.

Menandatangani Surat Perinta Membayar.

Mengelola utang dan piutang vang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.

Mengelola Barang milik Daerah/Kekayaan

Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD

yang dipimpinnya.

Menyusun dan  menyampaikan  laporan

keuangan SKPD yang dipimpinnya menjadi:

a. laporan Realisasi semester  pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD
serta Prognosis untuk 6 (enam) Bulan;

b. neraca, dan

c. catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan disampaikan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun
Anggaran berakhir kepada Bupati dan
disampaikan kepada Badan Pemeriksa
Keuangan palin lambat 3 (tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

d. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola
oleh bendahara penerimaan/bendahara

Penerimaan ...




(12)

(13)

(14)
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penerimaan pembantu dan bendahara
pengeluaran / bendahara pengeluaran
pembantu sekurang kurangnya 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan, pemeriksaan tersebut
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
Kas dan disertai Register Penutupan Kas,
sebagaimana format VIa, VIb, VIc, VId
terlampir;

Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang

dipimpinnya.
Melaksanakan tugas-tugas Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang lainnya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

Bertanggung jawab secara formal dan material
atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Pcjabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Barang, mempunyai tugas pokok, yakni:

(1)

(2)

(3)

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
dalam  melaksanakan  tugas-tugas dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Kepala Bidang / Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah serta pejabat lainnya yang dinilai mampu
pada SKPD selaku Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran SKPD, besaran jumlah uang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan
atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif
lainnya.
Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan
oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

(4) Pelimpahan ...




(4)

(3)
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Pelimpahan sebagian kewenangan, meliputi:

a. melakukan tindakan mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang
dipimpinan;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian Kkerjasama
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang
telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja
yvang dipimpinnya;

g. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimphkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Barang bertanggung jawab secara formal dan

material kepada Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang atas pelaksanaan kegiatan yang berada

dalam penguasaannya.

Pasal 11

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD,
mempunyai tugas pokok, yakni:

(1)

(2)

Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa
Pengguna Barang dalam melaksanakan Program
dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja
SKPD selaku PPTK.

Penunjukan pejabat tersebut berdasarkan
pertimbangan Kompetensi Jabatan Struktural,
Anggaran Kegiatan, Beban Kerja, Lokasi dan
atau Rentang Kendali Pertimbangan Obyektif
Lainnya.

(3) PPTK ...




(3)

(4)
(5)

(6)
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PPTK ditunjuk oleh Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang.

Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
Melaporkan perkembangan pelaksanaan
Kegiatan.

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran  pelaksanaan  kegiatan  yang
mencakup dokumen administrasi kegiatan
maupun dokumen adminsitrasi yang terkait
dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 12

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
adalah pejabat yvang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD, dan mempunyai tugas pokok
yakni:

(1)

(2)

Meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan
Barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui
oleh PPTK.
Meneliti kelengkapan Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU),
Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
(SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) serta Penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan vang diajukan oleh bendahara
pengeluaran.

(3) Melakukan ...




(3)
(4)
(5)
6)

(7)
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Melakukan Verifikasi SPP.
Menyiapkan SPM.
Melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan.
Melaksanakan Akuntansi SKPD dan Menyiapkan
laporan Keuangan SKPD.
PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai
pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah bendahara dan atau
PPTK.

Pasal 13

Pejabat Bendahara Pengeluaran adalah mempunyai

tugas pokok yakni:

(1) Melaksakan Tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja SKPD.

(2) Melaksanakan Pembayaran atas Uang
Persediaan yang dikelolanya setelah:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran
yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana.

(3) Wajib menolak perintah bayar dari Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang dan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
apabila persyaratan tidak terpenubhi.

(4) Bertanggung jawab secara pribadi atas
pembayaran yang dilaksanakan.

(5) Bertanggung jawab secara fungsional atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya kepada PPKD selaku Bendaha Umum
Daerah (BUD) dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
Melalui ...
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melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

BAB X
PEJABAT BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN

PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU.

Pasal 14
Pejabat Bendahara Penerimaan adalah mempunyai

tugas pokok yakni:

(1) Menyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan daerah.

(2) Mempertanggung jawabkan secara administratif
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan
penerimaan kepada Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang melalui PPK-
SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.

(3) Mempertanggung jawabkan secara fungsional
atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggung jawaban penerimaan kepada PPKD
selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya dan secara adminstratif
bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran/Pengguna  Barang dan = Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

BAB XI
PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN DAN / ATAU PEMBANTU
BENDAHARA PENGELUARAN.
Pasal 15

(1) Tugas Pokok Bendahara Penerimaan Pembantu
Adalah ...




(2)
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adalah sebagai berikut:

a. menyelenggaran penatausahaan terhadap

seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan  yang menjadi tanggung

jawabnya;

. wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penerimaan kepada
Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal
5 (lima) bulan berikutnya.

Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah
sebagai berikut:

a. menyelenggarakan Penatausahaan terhadap

semua pengeluaran yang menjadi tanggung
jawabnya.

wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban Pengeluaran kepada
Bendahara Pengeluaran palin lambat tanggal
5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 16

Hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Bendahara

Penerimaan /Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu baik secara langsung maupun tidak

langsung adalah:

(1)
(2)

(3)

(4)

Melakukan kegiatan perdagangan.

Melakukan  pekerjaan  pemborongan  dan
penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin
atas kegiatan/pekerjaan/penjualan.

Membuka rekening/giro pos atau menyimpan
uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi.

Dilarang menyimpan uang, cek atau surat
berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1
(satu) hari kerja atas nama pribadi pada Bank
atau Giro yang bersangkutan.

Pasal 17 ...




(1)

(2)

(3)
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Pasal 17

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan atau Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam melaksanakan tugas tugas
kebendaharaan pada SKPD dapat dibantu oleh
Pembantu Bendahara Penerimaan dan atau
Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai
dengan kebutuhan dengan Keputusan Kepala
SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang.
Pembantu Bendahara Penerimaan melaksanakan
fungsi sebagai Kasir dan Pembuat dokumen
Penerimaan.
Pembantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan fungsi sebagai Kasir, Pembuat
dokumen pengeluaran uang dan pengurusan
gaji.

BAB XII

PERSYARATAN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM PENGUSULAN

Pasal 18

Usulan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

barang harus melampirkan:

(1) SK Kepangkatan Terakhir;
(2) SK Jabatan Struktural terakhir;
(3) DP-3 terakhir kecuali Pengguna Anggaran;
(4) Sertifikat KMP, Sertifikat barang dan jasa serta
Rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten;
(5) Speciment tanda tangan dan Paraf.
Pasal 19
Usulan Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran ...
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Pengeluaran Pembantu harus melampirkan:

(1)

(2)
(3)

(4)
S)

(6)

SK Kepangkatan terakhir minimal Pengatur
Muda TK I (II/b) dan maksimal Penata Muda
(111/a);

DP-3 terakhir;

Sertifikat Bendaharawan A / Bendaharawan
Penerima / Pemegang Kas / Bendaharawan
Daerah;

Speciment tanda tangan paraf;

Surat Keterangan tidak menduduki jabatan
struktural;

Rekomendasi Inspektorat Kabupaten

Kutai Timur.

Pasal 20

Usulan Pembantu Bendahara Penerimaan /

Pe
(1)

(@)
(3)

(2)

mbantu Bendahara Pengeluaran:
SK Kepangkatan Terakhir;
DP-3 Terakhir;
Minimal Pengatur Muda (I1/a);

BAB XIII
LAIN - LAIN
Pasal 21

Usulan penunjukan Pengelola Keuangan
Daerah Khusus untuk UPTD terdiri
dari Seorang Kuasa Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna  Barang, Bendahara
Penerimaan /Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
Mengajukan ijin pembukaan Rekening Giro
atau Tabungan di Bank Umum untuk
keperluan pelaksanaan penerimaan
dilingkungan Pemerintahah Daerah dan

Keperluan ...
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Keperluan Pelaksanaan Pengeluaran
dilingkungan SKPD, sebagaimana format VIII

dan VIlla terlampir.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

olTeL| N A ® A JABATAN | PRF | pada tanggal 10 Desember 2012

IPrr.HHfam Qlaidan | Wabvp

I fsmurandar, M| Sede

\ BUPATI KUTAI TIMUR
k.
¥

locs. H. Svagrddin, M | ASC. S

Nora Ramadani S, M fakan N

|ADE . &. TLkaRLAY | B8. ANGE |

| ol H. ISRAN NOOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

SURAT KUASA PENGURUSAN PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SEMENTARA
Yang bertanda tangan dibawah ini ................. (diisi dengan nama)
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran .................... (diisi
Badan/Dinas/Bagian/Kantor/UPTD)................. memberi Kuasa
Kepada  ..ccoceenenennn. (diisi nama  yang diberi kuasa)
.......... {(pangkat /iabatan) untuk melaltukan pembayaran terhadap

tanda bukti Pengeluaran Daerah yang telah disetujui/ditanda
tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

................. selama saya i e rissavinas s\ OTESE cul, sakit,
berhalangan) .........cccooeunee. mulai tanggal ................ 2013, dan Saya
tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat pengeluaran
Uang Persediaan sebesar Rp. .....ccccieieieiiianan. (DH) yang diserah
terimakan sesuai dengan register penutupan kas terlampir
Sangatta,.......cecvvnvenn 2013
Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor/UPTD......
Kabupaten Kutai Timur

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

——

=~

H. ISRAN NOOR

oL] N A M A [issaman] pgr
s H Ao Sl | wapop Y| |
r.\Smunandar, MT | Sekda V '.
{ors. H- Syafruddin , M.Ap '
Mo Rampdani St ¥ i 8,

%‘4 1

SENEE

'I_Atlc-a ~OAUKAFULAY . i
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LAMPIRAN II A

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini..ccocevieiennnnnns tanggal .. bulan....ccceeeenenens tahun

Dua Riba Tiga Belas, Pukitli.annad Wite bertempat di

Dinas/Badan/Bagian/Kantor/UPTD.........ccc......... Kabupaten Kutai

Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap © .

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK............... s
tanggal.......covveveeennnnnn , selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA

Naina Eetighkap b .oussmasmansaans

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK............... .
tanggal......ccevueenennnnnns , selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDITA

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tugas dan tanggung
jawab selaku Kepala
Dinas/Badan/Bagian/Kepala/UPTD................... Kabupaten Kutai
Timur kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan
menerima tugas dan tanggung jawab tersebut dari PIHAK
PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat dengan
sebenarnya di Sangatta pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam
rangkap 3 (tiga) dilampiri dengan Laporan Keuangan dan Laporan

haorona Inuantaric 11ty Aimneroinalran cahacaimana meactinuns
e - l—"—ll‘la hdd ¥V whd betd A ddd LA \A—d.r\.'d. b(.d_i.d.i.d.d.h-.d.ml. o HMbM‘AwAM A A el s e

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Yang menerima Yang Menyerahkan
(nama ielas) (nama jelas)
NIP. NIP.
Menyaksikan.

Sekretaris Daerah

(nama lengkap)

N A M A JABATAN| PRF NIP.

e A __BUPATI KUTAI TIMUR,

I murgndas . M1_| R4 | e

Ore. K. Seefruddio. MAp| AS.T y

s |

Nora  Ramedani - §1.) M i - H. ISRAN NOOR
ADE A~ YO ARWAH oe. AWA =
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LAMPIRAN II B

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pana Batd B oneasaian gl e o5} ; TR tahun

Dua Ribu Tiga Belas, kami masing-masing yang bertanda tangan

dibawah ini :

1. Mama Lengkap ¢ cacscaasssaussasss

Mantan Kepala
Dinas/Badan/Bagian/Kantor/UPTD............
............ Kabupaten Kutai Timur, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi,
selanjutnya  disebut sebagai PIHAK

PERTAMA
Alamat R
2. Nama LengRap, 1§ a.ccccccassssascsasnassasss
Kepala Dinas / Badan / Bagian / Kantor /
PTD ... .. An]am hal ini hertindal-
untuk da.n atas nama Kepala Dinas / Badan
/ Bagian / Kantor / UPTD .................... 5
seianjutnya disebut sebagai FIHARK REDUA
NIP -
Alamiat: @ ¢ ccsassgseiisassiisesasceessass
Dengan ini mcnyatakan bahwa telah diadakan Serah Terima
Barang DEerupa ....c.cccccccccecivceccocnns dari PIHAK PERTAMA kepada

PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Tahun Keterangan

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan

AC“IT}"I“M'IH“‘?O 11ﬂh11’ A1n¢=y—m1ﬂo1r0ﬂ Oﬂ]"\ﬁﬂo1m0ﬂa mﬂqtlﬂ'\'?ﬂ

Do egaalily@ A bdR LRpLies woptailindlc AV
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Yang menerima Yang Menyerahkan
(nama jelas) (nama jelas)
NIP. NIP.
No|TGL| N A M A  |JABATAN| PRF \TJEATI KUTAI TIMUR,
1 D . Acdlangyal, Sloiaan| Wotup | _’/_’f_f%q
2 Ir. [Smunandar , M1 Cekda I
o lorch St e | AsT | ] H. ISRAN NOOR
; 4 Noga RM!M- m‘lmm&mg |
5 AE . p-Tokafad (e 2w
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LAMPIRAN III A

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR  :39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

SURAT KUASA PENGURUSAN BENDAHARAWAN

SEMENTARA
Yang bertanda tangan dibawah ini .........c....... (diisi dengan nama)
Bendaharawan = = =00 eeeeeeeeccieeeeeienenae. (diisi
Badan/Dinas/Bagian/Kantor/UPTD) ......cccccenen. memberi Kuasa
Kepada ... (diisi nama  yang  diberi luasa)

.......... (pangkat/jabatan) untuk melakukan pembayaran terhadap
tanda bukti Pengeluaran Daerah yang telah disetujui/ditanda
tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Bendaharawan ................. selama: SaYA i (diisi cuti,
sakit, berhalangan) .................... mulai tanggal ................ 2013, dan
Saya tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat
pengeluaran Uang Persediaan sebesar Rp. ..cocovveiiiiiiiiininnnns (DH)

vang diserah terimakan sesuai dengan register penutupan kas
terlampir

Sangatfa..c.ccomiinss 2013
Yang diberi Kuasa Yang Memberi Kuasa
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(nama lengkap)
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

NolToL] N A M A |wBamanbere!
1] s H. Aedianeyaly Sulauean | Wabup | %
2 Ir. omunandar, MT | Sekda +/
B o H otroddin, . pp| As1 | Y]
| 4 |Nom Romodan ., \H H.“Kalg\dg \ H. ISRAN NOOR'

5 | lb.ue.a:fuwﬁw W mee | R,




LAMPIRAN III B

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

BERITA ACARA PENYERAHAN KUNCI BRANKAS KEDUA

Pada hatt i .smmesass tanggal. ..o 0} o DRPEERIEEe tahun
Dua Ribu Tiga Belas, kami yang bertanda tangan dibawal ini :
L. Nama Lenghkap oo

ih £ 0 o - S

Pangkat N s vare s AR AR

Jabatan — W KW sesuai SK Bupati

tanggal..........

Nomor Vianrnisis evsvm sussnssnmesssens

2. Nama Lengkap

...............................

NIF  Ceeecssesressmmenmmmesnsassessses

Pangkat e T

Jabatan s s sesuai SK Bupat
tanggal..........
Nomor

ooooooooooooooooooooooooooooooo

Dengan ini menyatakan bahwa kunci Brankas Kedua :
NOmGE KITICE = Luesssnsssssmarsssyivssing
Nomor Brankas : ...cccovivieiiiinieiiininnnnn,
Nama Pabrik T TTITL

Telah Resmi diserahkan dari Bendaharawan kepada Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam Keadaan Baik dan
Lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima Yang Menyerahkan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendaharawan
(nama jelas) (nama jelas)
NIP, NIP.
- - BUPATI KUTAI TIMUR,

/No|TGL| N A M A JABATANA PRI~
1 {0rs.- H. Ardiansyal- oA Wabop X [ %
2| tswnondar M1 | Cade | f7

3 [frs. W Safrvddn,npp|  Bsc.] A H. ISRAN NOOR
;,\’;_ ‘Nom Rmm-ﬁ“d My Pu“um ‘

5 hpe . A-TOEAE LA |14 p I
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN FUNGSIONAL

Pada hari ... c.coeemeceons tanggal......cccuuuen... bulan.......cccceeuen... tahun

Dua Ribu Tiga Bclas, Pukul......ccooveeenne.... Witc bertempat di

Dinas/Badan/Bagian/Kantor/UPTD..................... Kabupaten Kutai

Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lefipkap s civsiessivoiivas

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK.....c.c.ueu.e. !
tanggal......................,  selaniutnya  disebut sebagai PIHAK
PERTAMA

Nama Lengkap e o ey e AR

T I NSO 1 M ey | =
LJtttkitdil PlAllE;ﬁMJilaJ " ssssssssssssssssssssssssssssas

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : SK...............
tangPat.c. i , selanjutnya disebut sebagai PIHAK

PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan tugas dan tanggung
jawab selaku Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran pada

Dinas/Badan/Bagian/Kepala/UPTD................... Kabupaten Kutai
Timur kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan
menerima tugas dan  tangoning iawah  tersebuit dari PTHAW
AaGAis = LapEs WRAe Wddgphilkip Jevae st Al
PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan Fungsional ini dibuat
dengan sebenarnya di Sangaita pada hari dan tanggal tersebut
diatas dalam rangkap 3 (tiga) dilampiri dengan Laporan Keuangan
Register Penutupan Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Yang menerima Yang Menyerahkan
(nama jelas) (nama jelas)
NIP, NIP.
Menyaksikan,

Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor/UPTD.......
Kabupaten Kutai Timur

(nama lengkap)

NTD
111

I No

TGL

NAMA JABATAN| PRF BUPATI KUTAI TIMUR,

(3]

Drg. M. Ardiansyak Saiean | WObU —

li. (gmunandar, Mt | Secda ﬂ .

3 orH. Seofnddin. MAe | Aec ] [
4 oo Ramadar, 0 0} e N | H. ISRAN NOOR
5

E-A-YoeariAd KSn. ANGE f\:
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LAMPIRAN VA

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

Format : Pengusulan Pejabat yang menandatangani SPM dan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) secara perjenjangan sesuai
dengan Daftar Usulan Kepangkatan Tahun Anggaran

2013
N Tugas dan ! Keterangan
Nama/NIP/Gol | Jabatan
' Kewenangan LK | TK | LM | BM
Keterangan :
LK : Lengkap
TK : Tidak Lengkap
LM : Lama Menjabat
BM: Baru Menjabat
SRR, i 2013
Kepala

Dinas/Badan/Bagian/Kantor/UPTD.......
Kabupaten Kutai Timur

(Nama jelas)
NIP.

| olToLl N A M A JABATAN| PRF \EJPATI KUTAI TIMUR,

! 1 brs. H. Ardionsyals Sulagan | Wobvp %
| 2 .

. \gmanardac, MT | Texslo
'.\ | Ors . H. Syafruddin , M. AP AT /

— Tab .
" vace. Roriadin ,w‘wmﬁumlg ! H. ISRAN NOOR
5 AE MYoueariLan | KD ANes
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LAMPIRAN VIA

FERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

Nama Penutup Kas

Tanggal Penutupan Kas yang lalu
Jumlah Transaksi s/d Bulan

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal .........ccccceeennne. 2013 Rp.

- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal .........cccoevuranenn 2013 Rp.
Saldo Buku Rp.
Saldo Kas Rp.
Terdiri dari

1 Uang Kertas

Pecahan Rp. 100.000 ... Lembar Rp.
Pecahan Rp. 50.000 7 Lembar Rp.
Pecahan Rp. 20.000 e Lembar Rp.
Pecahan Rp. 10.000 ‘ Lembar Rp.
Pecahan Rp. 5.000 . o Lembar Rp.
Pecahan Rp. 1.000 ... Lembar Rp.
Pecahan Rp. 500 i Lembar Rp.

2 Uang Logam

Pecahan Rp 1.000 ...l Keping Rp.
Pecahan Rp. 500 ’ Keping Rp.
Pecahan Rp. 200 ‘"o Keping Rp.
Pecahan Rp. 100 . Keping Rp.
PecahanRp. 50 . o Keping Rp.

Pecahan Rp. 25 saiiaaven:  Keping Rp.




3 Kertas Berharga dan Bagian Kas yang diizinkan

Ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan

sebagainya Rp.

JUMLAH Rp.

Perbedaan baik Positif maupun Negatif Rp.

4  Penjelasan  Perbedaan
Positif / Negatif

..............................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Sangatta, ....occeveeeemeercenienaiaanenn 2013
Mengetahui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
Anggaran

(tanda tangan)

NAMA LENG! (NAMA TDNGEAD)
NIP.

NIP.

Catatan : Dalam Hal Register Penutupan Kas digunakan dalam pemeriksaan Kas, Letak Tanda Tangan
Pengguna Angguaran/Kuussa Pengguna Anggaran berada pada sebelah kanan dan Bendahara
Pengeluaran disebelah liri

BUPATI KUTAI TIMUR,

.

H. ISRAN NOOR

No|TGL| N A M A [JaBATAN| PRF|
1 Ors. H. Ardiansyal Suldinan
2 (. (Gmunandas, M1

3 s . H.Sfofrdden , M- AP
4 [rvora Romedars , 8., MW
|5 | ADE A TLRAFIVAH
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LAMPIRAN VI B

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

Nama Penutup Kas

Tanggal Penutupan Kas yang lalu
Jumlah Transaksi s/d Bulan

- Jumlah Penerimaan s/d tanggal .......................2013 Rp.
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal ..........ccoeuuneaes 2013 Rp.
Saldo Buku Rp.
Saldo Kas Rp.

Terdiri dari

1 Uang Kertas

Pecahan Rp. 100.000 v DOTRDET Rp.
Pecahan Rp. 50.000 ’ Lembar Rp.
Pecahan Rp. 20.000 ™77 Lembar Rp.
Pecahan Rp. 10.000 . Lembar Rp.
Pecahan Rp. 5.000 .  Lembar Rp.
Pecahan Rp. 1.000 ... Lembar Rp.
Pecahan Rp. 500 ' Lembar Rp.

2 Uang Logam

Pecahan Rp 1.000 . Keping Rp.
Pecahan Rp. 500 J Keping Rp.
Pecahan Rp. 200 prrmmmrt - Keping Rp.
Pecahan Rp. 100 . Keping Rp.
Pecahan Rp. 50 Keping Rp.

Pecahan' Rp. 28 2 .ccvvsemmesmes Keping Rp.




3 Kertas Berharga dan Bagian Kas yang diizinkan

Ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dan
sebagainya Rp

JUMLAH Rp.

Perbedaan baik Positif maupun Negatif Rp.

4 Penjelasan Perbedaan
Positif / Negatif

BADEAtta; « v tavan e 2013
Mengetahui

Bendahara Penerimaan / Bendahara Bendahara Penerimaan Pembantu /

Fengeiuaran Bendahara Pengeluaran Fembaniu
(tanda tangan) (tanda tangan)
NAMA LENG! NAMA LENGEAP,
NIP. NIP.

Catatan : Dalam Hal Register Penutupan Kas digunakan dalam pemeriksaan Kas, Letak Tanda Tangan

Bendahara Penerimaan / Bendabara Pengeluaran berada pada sebelah kanan dan Bendahara
Penerimaan Pembantu / Bendahara Pengeluaran Pembantu disebelah kiri

= BUPATI KUTAI TIMUR,
No[TL] N A m A |usaTANlPRF!

‘ I . Arians Sicon| Wabop 4 | _/__%—-—4

h-’ {;mwr\éﬂf » M1 mﬂ

1

1

2

3 0 H. Syofrddin, MAP | Ass ] *55/ |
4 1

H. ISRAN NOOR

e Raadars, 00NN o9
\ M. A.YoLkpRlar | iep- AE
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LAMPIRAN VI C

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

Pada hari ini ............. Tanggal............. Bulan.......... Tahun Dua Ribu
'T‘-;ﬂﬁ Ralaa xramea hartanda fomons AilhAassratlh 3+ -
i -I.&M JJ\'LCIL\J, _" L-L.i..l& LA S MLH(A. \LI.J.I.E'U.I.L AALGS/CAVY QALY didd

Nama Lengkap  foosesssesasssesaamsaas
Jabatan s A A G

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia /

Peraturan Daerah Nomor Z S rerRavrret v ran R sy
Tabhun: e , kami telah melakukan pemeriksaan setempat
kepada :

Nama Lengkap s

JBBREAIE =000 lcccessssssessmesmessenss
Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor .............
Tanggal.....c...... ditugaskan mengurus uang berdasrkan hasil

pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada dalam pengurusan
itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah Uang yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas w: JP s sninssssme s e AR R VR
b. Uang Logam m R sncnammasisisisavisissisissiasssuio:

c. SP2D dan alat pembayaran
lainnya yang belum dicairkan

= BB e R T SR
q. Saldo Bank = R voorrersesssesese et semmamer e
~ Surat/barang/benda berharga _
€. yaria diktinken 2+ T
JUMLAH = RP. cccocrcerescecnarcns PP,
Saldo Uang Menurut Buku Kas
Umum Daerah, Register dan
lain sebagainya berjumlah
O < O s S Ml
Penjelasan Perbedaan Positif /
Negatif antara Saldo Kas dan
Saldo Buku
= Rn




Penjjelasati Perbedaan POSIHE | . aimsomaiimmesssisrmsoms st i
Negatif

-------------------------------------------------------

Yang Diperiksa Yang Memeriksa

Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengeluaran Pengguna Anggaran
(tanda tangan) (tanda tangan)
(NAMA LENGEKAP) NAMA LENGEKAP
NIP. NIP.

. BUPATI KUTAI TIMUR,
NolTGL| N A M A JﬂBATANA PRF

- —

Mrs.H. Ardianggal Sutatean Wwabop ). _w\:r

Ir. [smunandar , M1 Sad

o hogeddin v e | At |\ /|
Racvadars. v, Mo | Viuum

&l
A0E- A-VUeAFILAH | BB ANEE l _ft, '

Bl

H. ISRAN NOOR

n




LAMPIRAN VI D
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 30 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012
1’4 @) NINAGC
T S5 e A A S A B e

Pada hari ini ............. Tanggal............. Bula.n .......... Tahun Dua Ribu

Mairn Rala srarmery hartanda fornoan (.«L}‘ .
Lages u;,;ou:, yeddig Wl wanga AL LI LAl \.«LLU-’.A.!-V 11int

Nama Lengkap
Jabatan

..........................

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia /

Peraturan Daerah NOTHOT = §  cocsseommensersnonssonsmrmmmnnens
Tahun.......cceeee.. , kami telah melakukan pemeriksaan setempdt
kepada :

Nama Lengkap e

JABAER =000 lscceesseciesnasieesiie
Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor .............
Tanggal.....coov ditugaskan mengurus uang Dberdasrkan hasil

pemeriksaan kas serta bukti bukti yang berada dalam pengurusan
itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah Uang yang kami hitung dlhadapan Pejabat tersebut adalah :

a.
b.

e,

o

Uang Kertas
Uang Logam

SP2D dan alat pembayaran
lainnya yang belum dicairkan

Saldo Bank

Surat/barang/benda
yang diijjinkan

berharga

JUMLAH

Saldo Uang Menurut Buku Kas
Umum Daerah, Register dan
lain sebagainya berjumlah

Penielasan Perbedaan Positif /
Negatif antara Saldo Kas dan
Saldo Buku

BRI, s s s SR RS R R R
BB oiiaciosssisimsisssrssisissrssdivs ssvah

...............................................
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Penjelasan Perbedaan POSItIE /|  coveeeerecemeersmnmnsssssinsisesasnasss s ssannnssasses
Negatif e

------

Yang Memeriksa

Bendahara Penerimaan / Bendahara
Pengeluaran

Yang Diperiksa

Bendahara Penerimaan Pembantu /
Bendahara Pengeluaran Pembantu

(tanda tangan) (tanda tangan)

NAMA LENGEAP NAMA LENGEKAP
NIP. NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

NolTGL] N A M A JABATAN/ PRF S
1 Drg.W, Ardiansah SA&1%an|  Wobup \ - ﬁ .
2 \r- Mupandar, MT Sexda |
3 los. K satroddio, .0 | 8.7 | N/ i TSBAN NOOR
4 nora Romadari 91, Mb |78, 52 W
5 ADE . A-YOLKARILAR ksa;mm&a

[
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LAMPIRAN VI E

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama R e R S A e e
Jabatan Bendaharawan ...................

Sehubungan dengan pemeriksaan Kas yang dilakukan oleh Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Keuangan
..................... (diisi Badan/Dinas/Bagian/Kantor/UPTD) yang saya
kelola, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak / Telah membubuhkan kedalam Buku Kas Umum semua

Penerimaan dan Pengeluaran menurut perundang undangan yang

beriaku harus saya bukukan %)

Tidak / Telah melakukan pengeluaran yang belum disetujui

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

3. Tidak / Telah Menyetor Ke Kas Daerah seluruh Penerimaan
Anggaran dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam

©

4. T1dak / ’I‘ela_h menycrahkan Buku Kas Umum dan Pembukuan
pada umumnya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan

o s e iy BRSNS, G, P

yaiig wolliasua ;

Yang Membuat Pernyataan

(tanda tangan)
(NAMA LENGKAP)
NIP
*) Coret yang tidak Perlu
No[TeL] N A M A [JaBaTAN _BUPATI KUTAI TIMUR,
T I w

(r. [GMonwndar, MT | Cede
prs. W tyafrvddin. M fp | A T
Vom Ramadan, 64, Mb F&u&b:?
BE. A-TLKAFILH | BB . ANGE | ¥l

Bl -=

H. ISRAN NOOR

(4]
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

KOP DINAS

KEPUTUSAN KEPALA BADAN/DINAS/KANTOR/UPTD

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEMBANTU
BENDAHARA PENERIMAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN PADA DINAS/BADAN/KANTOR/UPTD
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

sessssssnRREsRES

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/UPTD .............

Menimbang

Mengingat

a.

1.
2

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Timur Tahun Anggaran 2013, maka dipandang
perlu untuk mengangkat Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) sesuai dengan Pasal 13,
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) sesuai
Pasal 12, Pembantu Bendahara Penerimaan dan
Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai Pasal
186 ayat 2 dan 3 Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Bahwa berkenaan dengan butir a, maka
dipandang perlu untuk menetapkan pejabat pada
Dinas / Badan / Kantor
PPTRY, «osronanonsanns Kabupaten Kutai Timur Tahun
Anggaran 2013 dalam Keputusan Kepala
Dinas/Badan/Kantor/UPTD................ Kabupaten
Kutai Timur;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1956;
Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003;
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Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004;

Deraturan Pemerintah Nomor S8 tahun 2005;

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Q. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Tentang APBD Tahun 2013.

H 00 N OVOLR W

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPTK) dan
Pembantu Bendahara Penerimaan dan / atau
Pembantu Bendahara Pengeluaran pada
Dinas/Badan/Kantor/UPTD................ Kabupaten
Kutai Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana
tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK) dan Pembantu
Bendahara Penerimaan dan / atau Pembantu
Bendahara Pengeluaran sebagaimana diktum
kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peruhszhan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 serta tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2006;

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)., Peiabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu
Bendahara Penerimaan dan / atau Pembantu

Dﬂ“"‘ﬂ"\ﬂ"ﬂ Dﬂ“”ﬂ“"ﬂ“ﬂ“ hﬂ““rﬂ“'ﬂ:;]‘lﬂ“ mﬂ‘ﬂ“(\"l'ﬂﬂ
STnGanara rongliuaiall OTIialWwojiiooul nubiapul ool

Pengelolaan Keuangan pada satuan kerjanya
kepada Kepala
Dinas/Badan/Kantor/UPTID................ Kabupaten
Kutai Timur;
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KEEMPAT . Segala Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten
Kutai Timur tahun Anggaran 2013;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari s/d 31
Desember 2013

Ditetapkan di Sangatta
Pada Tanggal -.c.ccieiscassssavaasiiions 2013

KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR/UPTD
SELAKU

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG

(NAMA JELAS)
NIP

Tembusan :

Bupati Kutai Timur di Sangatta;

Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;

Kepala Inspektorat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;

Ketua Bappeda Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
Yang Bersangkutan

o o p W N

BUPATI KUTAI TIMUR,

cL] N A M A JABATANA
| 1| brs.H. Ardlongyal Quiatean | Wabup

2 lic. 1smurandar , M1 Sewda

L~
O H svafnddin, MAP| ST | \f | H. ISRAN NOOR
lvora Roavedars, 8., M | 4 Kaboo |

BE . &-YuLkArLAA | KR -ANGE

(]
=

L ]

o

4]
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012

Sangatta,
.......................... 2013
....................... Kepada Yth.
Penting Bapak Bupati Kutai Timur
Di -
Mohon Pembukaan Sangatta

Rekening Giro

Sesuai Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor
....................... Tanggal ................... Tahun tentang

Pengusulan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada
Satnian R'Ar}a Dprnnolrnt daerah QVDD\ Tahuin

[l e B el s Taaa

Anggaran 2013, dan da.lam rangka terub admmlstras1
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran bagi SKPD
yang bersumber dari dana APBD, maka bersama ini
dimohon kepada Bapak Bupati dapat memberikan Jjin
Pembukaan Rekening Giro sebagaimana yang kami
sampaikan (terlampir).

Demikian disampaikan atas perkenan dan arahan
bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA SKPD

TTD

NAMA JELAS
NIP

=7

NAMA |JABATAN| PRF BUPATI KUTAI TIMUR,

Y. K, Prdiansyah Svlatean | Wobop

[ _
Ir. lomurandar, MT Sekdon ( [ y——

e Rowdacs, D] s H. ISRAN NOOR

Ors. K, Syoteuddin, WA | s T i;/ i

A . A -TIVUEARILAH R ANEC | ﬁ
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LAMPIRAN VIIIA
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 39 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Desember 2012
# - - —
Lampiran :
No | Nama Rekening | Nama Bank | Penandatangan Cek | Keterangan
1. | Rekening Bankaltim Yo cmmrmsnessonctvisimaaiane Bagi SKPD
Bendahara Dl s yang
Penerimaan menerim
Dinas a PAD
2. | Rekening Bankaltim Y cosawremsaassunsomenymees
Bendahara - R P
Pengeluaran
Dinas
3. | Rekening = | cccecennenieniin - LT
.................. D s e
4. | dst
SANGALA, w.vevereereeerennens 2013
KEPALA SKPD
TTD
(NAMA JELAS)
NIP
{Ea%TGL NAMA JABATAN| PRF
1 [ Felrgysle Saiten Wr_( [ | BUPATI KUTAI TIMUR,
2 Lr.lr.nm;x,w Stidan -
I —
3| St Wt | A DTG —/"%
4 Vore: Rawwedoni, ., Me ik f
5 A wkapilot ey e |4 |
i a . H. ISRAN NOOR




